
 

 

 

 

 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR 

NOMOR 34 TAHUN 2015 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN  

DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  

DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN BELITUNG TIMUR 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 BUPATI BELITUNG TIMUR, 

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 

2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan 

Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah 

Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung 

Timur Tahun 2015 Nomor 26) masih dipandang akan menjadi 

kendala dalam pelaksanaan dan pencairan dana kapitasi 

sehingga perlu diganti;  

  b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program 

Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

  2. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

  3. Undang-UndangNomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4456);  

  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

 

SALINAN 



  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593);  

  8. Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737);  

  9. Peraturan PresidenNomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 29) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);  

  10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 

Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 81);  

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubaha Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  

  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang 

Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan 

Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;  

  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 

Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;  

 

 

 



  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang 

Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk 

Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional 

Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 

Daerah; 

  15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional;  

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung TimurNomor 9 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 

Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur 

Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung 

Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Nomor 16); 

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2280/SJ 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, 

Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban 

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN 

PEMANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN 

KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT 

PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 

BELITUNG TIMUR. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

DalamPeraturanBupatiini yang dimaksuddengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.  

2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur. 

3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung 

Timur. 

4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Belitung Timur. 

5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN 

adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta 

memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 

perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan 

yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar 

iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.  

 

 



6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 

Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur. 

7. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 

kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif 

maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.  

8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah 

yang selanjutnya disebut FKTP adalah fasilitas kesehatan 

milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang melakukan 

pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non 

spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, 

pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.  

9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang 

selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum 

yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan 

Kesehatan.  

10. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, 

pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana 

kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan. 

11. Pemanfaatan Dana Kapitasi adalah tata cara penyelenggaraan 

Jaminan Kesehatan Nasional oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah.  

12. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang 

dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta 

yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah 

pelayanan kesehatan yang diberikan.  

13. SatuanKerjaPerangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah 

selaku pengguna anggaran/pengguna barang.  

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 

keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala 

SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.  

15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 

adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi 

Bendahara Umum Daerah.  

16. Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas adalah imbalan yang 

diberikan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, waktu, 

resiko dan profesionalitas tenaga dalam proses pelayanan 

untuk menyelenggarakan kesehatan perorangan pada peserta 

BPJS Kesehatan dan keluarganya, baik promotif, preventif, 

kuratif maupun rehabilitatif.  

 

BAB II 

PENGELOLAAN DANA KAPITASI JKN 

 

Pasal 2  

(1) BPJS Kesehatan selaku penyelenggara Program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) melakukan pembayaran dana Kapitasi 

kepada FKTP berdasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di 

FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan. 



(2) Pembayaran dana kapitasi JKN kepada FKTP dilakukan oleh 

BPJS Kesehatan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan 

berjalan. 

 

Pasal 3  

(1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan danbelanjadana 

Kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala 

Dinas Kesehatan.  

(2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi 

JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas 

Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA 

SKPD) Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan 

dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN.  

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi 

JKN pada FKTP, Bupati mengangkat Bendahara Dana Kapitasi 

JKN pada masing-masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul 

Kepala Dinas Kesehatan melalui PPKD yang ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati.  

(4) Bendahara JKN padamasing-masing FKTP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) membuka rekening dana kapitasi JKN 

dalam bentuk giro yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.  

(5) Pembayaran dana kapitasi oleh BPJS Kesehatan ke rekening 

dana kapitasi JKN pada FKTP diakui sebagai pendapatan.  

(6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan 

langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.  

(7) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan 

seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan maka dapat 

digunakan pada tahun anggaran berikutnya. 

 

 

BAB III 

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN 

 

Pasal 4  

 

(1) Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan 

dimanfaatkan seluruhnya untuk:  

a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan  

b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.  

(2) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan 

kesehatan pada FKTP ditetapkan paling sedikit 60% (enam 

puluh persen) dari penerima dana kapitasi.  

(3) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya 

operasional pelayanan kesehatan FKTP ditetapkan sebesar 

selisih dari besar dana kapitasi dikurangi dengan besar alokasi 

untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan. 

 

 

 



BAB IV 

JASA PELAYANAN KESEHATAN 

 

Pasal 5  

 

(1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan bersumber dana kapitasi 

kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang 

melakukan pelayanan pada Puskesmas ditetapkan paling sedikit 

60% (enam puluh persen) dari total penerimaan dana kapitasi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih 

lanjut dengan Keputusan Bupati. 

 

BAB V 

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN 

 

Pasal 6  

 

(1) Alokasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan 

dimanfaatkan untuk:  

a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan 

b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya. 

(2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan 

melalui Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan 

ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai 

yang dialokasikanolehPemerintah dan Pemerintah Daerah.  

(3) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya 

sebaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 

a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya; 

b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan 

perorangan; 

c. operasional untuk puskesmas keliling; 

d. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau 

e. administrasi keuangan dan sistem informasi. 

(4) Penggunaan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional 

pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

BAB VI 

PERTANGGUNGJAWABAN DANA KAPITASI 

 

Pasal 7  

 

(1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan 

menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan 

kepada Kepala FKTP.  

 

 



(2) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan 

belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala 

Dinas Kesehatan dengan melampirkan Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab.  

(3) Kepala FKTP bertanggungjawab secara formal dan material atas 

pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.  

(4) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. 

(5) Mekanisme pertanggungjawaban dana kapitasi secara rinci akan 

diuraikan dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan. 

 

BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 8  

 

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini 

dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas 

secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas 

Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 9  

 

Pembayaran dana kapitasi oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebelum Peraturan 

Bupati ini berlaku, dibayarkan ke Dinas Kesehatan yang 

selanjutnya akan disalurkan ke rekening FKTP melalui Bendahara 

Pengeluaran Dinas Kesehatan pada Tahun Anggaran 2015. 

 

 

 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 10  

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati 

Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah 

Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur 

Tahun 2015 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

 

 



Pasal 11  

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan 

mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2015. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Belitung Timur. 

 

 

Ditetapkan di Manggar 

pada tanggal 30 Juni 2015 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

 

                 ttd 

 

BASURI  TJAHAJA PURNAMA 

 

 

 

Diundangkan di Manggar 

pada tanggal 30 Juni 2015  

      SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BELITUNG TIMUR 

 

 

 

               TALAFUDDIN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 34 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
ttd 

 

AMRULLAH, SH 
Penata(III/c) 

NIP. 19710602 200604 1 005 
 


